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Kata Kunci : 
 

Abstrak : 
 

Badan 
Perwakilan 
Desa, kebijakan 

Tingginya peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan 
kebijakan di desa berdampak pada kegiatan di desa. Tumpang tindihnya 
kebijakan sangat berpengaruh pada pengelolaan kegiatan dan memerlukan 
adaya kehati-hatian penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan pengabdian 
kepada masyarakat adalah untuk memberikan pemahamantentang peran dan 
fungsi BPD dalam penetapan kebijakan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
kewenangan yang akan mempersulit jalannya penyelenggaraan pemrintahan 
desa. Dalam kegiatan pengabdina dilakukan metode ceramah dan 
pendampingan untuk melihat kewenangan BPD.Metode yang digunakan 
pelatihan yaitu presentasi, diskusi dan praktik. Presentasi sebagai pengantar 
materi selanjutnya kegiatan lebih banyak dilakukan dengan diskusi dan praktik. 
Pendekatan yang digunakan yaitu experiental learning, sehingga dosen lebih 
bersifat sebagai fasilitator, dan partisipasi peserta dapat dimaksimalkan. Hasil 
kegiatan yang dilakukan melalui pelatihan yang berbasis pengalaman ini 
peserta terlibat aktif dalam setiap aktivitas. Kesimpulan dari hasil penelitian di 
atas adalah (1) Peran Badan Permusyawaratan di Desa Bongan, Kecamatan 
Tabanan Kabupaten Tabanan dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan 
Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal (2) Faktor-Faktor penghambat 
yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan 
di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan adalah: Peran BPD 
yang belum dipahami dengan baik dan pemahaman tentang tugas dan fungsi 
BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, 
seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada. 
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The high role of the Village Consultative Body (BPD) in formulating policies in 
the village has an impact on activities in the village. Overlapping policies greatly 
affect the management of activities and requires prudence in governance. The 
purpose of community service is to provide an understanding of the role and 
function of the BPD in policy making, so that there is no overlapping of 
authorities which will complicate the implementation of village governance. In 
community service activities, lecture and mentoring methods are carried out to 
see the authority of the BPD. The methods used in the training are presentation, 
discussion and practice. Presentation as an introduction to the next material is 
mostly carried out with discussion and practice. The approach used is 
experiential learning, so that the lecturer is more of a facilitator, and participant 
participation can be maximized. The results of the activities carried out through 
experience-based training are participants actively involved in each activity. The 
conclusions from the results of the research above are (1) The role of the 
Consultative Body in Bongan Village, Tabanan District, Tabanan Regency in 
carrying out the oversight function of Village Regulations has not been 
implemented optimally (2) The biggest inhibiting factors in the implementation 
of BPD supervision of Village Government Bongan, Tabanan District, Tabanan 
Regency are: The role of the BPD is not well understood and the understanding 
of the duties and functions of the BPD in administering Village Government, as 
well as other factors, such as mental attitude, and existing customary/family 
factors. 
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PENDAHULUAN	
Peranan merupakan aspek dinamis dari status. Peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang 

merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakanatau menyaksikan sesuatu yang 
menjadi kepentingan bersama. Peranan yang melekat pada diri seseorang lebih banyak menanjak atau 
bersumber dari aktivitas yang dilakukan sesuia fungsi atau penyesuaian diri terhadap posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Sebagai suatu fungsi merupakan suatu proses apabila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. 
Dengan demikian kata peranan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilakukan terhadap 
sesuatu. Peranan BPD adalah pelaksanaan fungsi, hak dan kewenangan BPD didasarkan pada 
peraturan yang berlaku.Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasa1 1: 4 UU 
No. 6 Tahun 2014) Dari uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa 
mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam rangka pembuatan berbagai kebijakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. B. KonsepKebijakan Kebijakan dalam artian umum adalah 
mengenai seperangkat buah-buah pikiran, pandangan, pendapat serta langkah-langkah yang 
ditempuh dan yang tertuang dan terumuskan dalam bentuk ketetapan-ketetapan, keputusan 
peraturan, ketentuan ataupun sejenis undang-undang yang ditujukan bagi pelaksanaan atau tindakan 
untuk mencapai tujuan tertentu Teori sistem dikaitkan dalam proses politik di desa sangatlah relevan, 
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sebab dalam proses politik di desa sistem pembuatan kebijakan dalam pembangunan desa haruslah 
melalui suatu mekanisme yang belaku di desa yang merupakan sustu sistem yang merupakan 
kesepakatan dari elemen-elemen yang ada di desa yang bersifat otonom.  

Partisipasi masyarakat melaui BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah tentang 
pembangunan desa khususnya menyangkut pembuatan rencana-rencana pembangunan desa terlihat 
bahwa tinggi partisipasi masyarakat melaui BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah tentang 
pembangunan desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabpaten Tabanan. Salah satu produk hukum yang 
merupakan hasil kerja bersama sebagai kebijakan di desa yang banyak diperankan oleh BPD adalah 
Peraturan Desa 
 Peraturan Desa merupakan pruduk hukum di Desa sebagai hasil kesepakatan bersama 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BMD). Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) menentukan bahwa “Peraturan Desa adalah 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Pengertian tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Permendagri 
111/2014). Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintas Desa, tapi BMD juga dapat 
mengajukan Rancangan peraturan Desa. Dalam kegiatan pengabdian tentang Peran dan Fungsi Badan 
Perwakilan Desa Dalam Penetapan Kebijakan Di Desa Bongan bertujuan untuk memberikan 
pemahaman tentang bentuk kebijakan dan model dalam perumusannya. Dalam kebijakan yang 
ditetapkan merupakan salah satu pelaksanaan peran dan fungsi dari Lembaga BPD berdasarkan Pasal 
31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan 
menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Manfaat pelaksanaan pengabdian ini 
bagi BPD selain memiliki fungsi di atas BPD juga memiliki fungsi membahas dan menyepakati 
rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain melaksanakan fungsi di atas 
BPD juga mempunyai tugas sebagai berikut :  
Menggali asprasi masyarakat, menamung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, 
menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah tugas BPD, menyelenggarajan 
musyawarah desa, membentuk panitia pemilihankepala desa, menyelenggarakan panitia pemilihan 
kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khsusus untuk mepilihan kepala desa antar waktu, 
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan 
pegawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelanggaraan 
pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemrintah desa dan 
Lembaga lainnnya melaksanakan tugas lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. 
 Manfaat pengabdian ditujukan agar BPD dalam menetapkan kebijakan di desa dan memerlukan 
adanya pedoman dan kehati-hatian dalam merumuskan norma yang akan disusun. Banyaknya 
kebijakan yang berimbas pada dampak bagi masyarakat dan perangkat desadi dalam penyelanggaraan 
pemrintahan di desa. Harapan dalam penyelenggaraan pengabdian agar semua kebijakan di desa yang 
dirumuskan oleh BPD merupakan cerminan harapan dari masyarakat agar dapat membantu dalam 
penetapan kebijakan yang memang bertujuan untuk masyarakat. Rancangan peraturan Desa tersebut 
wajib dikonsultasikan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan 
materi muatan yang akan diatur.  

METODE	KEGIATAN	
Tingginya intensitas kebutuhan akan tindakan pemerintahan, perkembangan ekonomi, 

hubungan antar masyarakat, hubungan administrasi pemerintah dan berbagai kepentingan dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan desa sangat memerlukan perangkat pengaturan terutama peraturan 
desa. Menurut D.W.P Ruiter dalam kepustakaan di eropa kontinental yang dimaksud peraturan 
perundang-undangan mengandung 3 unsur : Norma hokum (rechtsnorm), berlaku ke luar (rechtnorm) 
dan bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin). 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan tanya jawab dan para 
peserta juga diberikan contoh format dan perumusan norma hukum dalam peraturan desa. Metode 
pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tahanapan sebagai berikut: 
 

a. Tahapan awal dilakukan dengan membentuk tim dan penyusunan TOR kegiatan 
dilanjutkan dengan pengurusan surat izin di Pemda Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan. 

b. Tahapan kordinasi, dilakukan oleh tim pengabdi dengan aparat desa untuk menentukan waktu 
dan tempat pengabdian. 

c. Tahap pelaksanaan dilakukan mempergunakan metode bimbingan teknis berkaitan dengan 
peran dan fungsi BPD 

 
Metode yang digunakan dalam pelatihan yaitu presentasi, diskusi dan praktik. Presentasi 

dilkukan hanya sebagai pengantar materi dan untuk memberikan pengetahuan mengenai materi-
materi tertentu. Selanjutnya kegiatan lebih banyak dilakukan dengan diskusi dan praktik. Pendekatan 
yang digunakan yaitu experiental learning, sehingga dosen lebih bersifat sebagai fasilitator, dan 
partisipasi peserta dapat dimaksimalkan. Melalui pelatihan yang berbasis pengalaman ini peserta 
terlibat aktif dalam setiap aktivitas. 

Tahapan kegiatan dengan pendekatan experiental learning sebagai transformasi solusi atas 
permasalahan yang sudah dikemukakan di atas disajikan dengan tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1. Tahapan Kegiatan 

No. Tahapan Kegiatan Aktivitas Konteks Solusi 
1 Pengalaman 

konkret 
Presentasi, diskusi, 
observasi. 

1. Diseminasi pengetahuan dan 
pemahaman perdes. 

2. Kesamaan pemahaman tentang Perdes, 
Peraturan Bersama Kepala Desa, dan 
Peraturan Kepala Desa. 

3. Kesepahaman tentang sistem dan 
proses pembentukan Perdes dalam UU 
15/2019, UU 6/2014, PP 43/2014, dan 
Permendagri 111/2014. 

2 Pengamatan aktif 
dan reflektif 

Peran BPD dalam 
menetapkan kebijakan 
di pemrintah Desa 

1. Mengidentifikasi kewenangan BPD. 
2. Menemukan peran dan fungus BPD. 
 

3 Konseptualisasi Praktik menyusun Ran 
Perdes dan 
memperbaiki kesalahan 
dalam Perdes, diskusi. 

1. Melaksankan peran dan tugas BPD 
dalam menetapkan kebijakan di Desa. 

2. Perumusan Peraturan Desa 

4 Eksperimentasi aktif Praktik menyusun 
Kebijakan 

1. Menyusun draft rancangan 
2. Terbentuknya Ran Perdes. 

 
HASIL	DAN	PEMBAHASAN		

UndangUndang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa (a) bahwa desa 
yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang undang 
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dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945 (b) bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 
Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan 
agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat 
dalam melaksanakan pemerintahan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (c) bahwa desa dalam susunan dan tata cara 
penyelengara pemerintah dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang undang (d) bahwa 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
membentuk undang undang tentang desa. Undang-undang tentang desa ketentuan umum pasal 1 
dalam undang undang ini yang dimaksud dengan, (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk 2 mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasrkan prakarsa masyarakat, hak asal ususl, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. (2) 
pemeintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. (3) pemerintah Desa 
adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. (4) badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama 
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupkan wakil dari 
penduduk desa bedasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (5) musyawarah 
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, 
pemerintah desa, dan unsur masyarakat dan yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa 
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. (6) peraturan desa adalah peraturan perundang 
undangan yang ditetapakan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati bersama badan 
permusyawaratan Desa. Meningkatkan Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia bantu negara 
Indonesia atas daerah-daerah dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan, mulai dari 
provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. 
Dalam pasal 54 Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan 3 
forum permusyawaratan yang di ikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur 
masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam 
penyelengaraan pemerintah desa. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 
pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia 
(NKRI).  

Undang-undang no 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkunagan secara 
berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 
Badan Permusyawaratan Desa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tentang Badan 
Permusyawaratan Desa Ketentuan Umum Pasal 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 4 Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Pelaksanaan tugasnya, orang desa, bertanggungjawab pada Bupati melalui Camat, 
memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sekurang-kurangnya setahun. Pasal 61 
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ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 
lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja 
kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan 
peraturan desa (Perdes). Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 
Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan untuk menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Solusi utama atas permasalahan tersebut 
yaitu memberikan pelatihan merancang peraturan desa. Dalam pelatihan itu dilakukan serangkaian 
kegiatan, sebagai berikut: 
1. Memberikan diseminasi pengetahuan dan pemahaman mengenai UU No 6 Tahun 2014 khususnya 

mengenai Peraturan Desa. Dalam hal ini perangkat pemerintah desa Bongan dan BMD diajak untuk 
memahami bentuk dan substansi UU No 6 Tahun 2014, termasuk bentuk dan materi muatan 
peraturan desa. Peserta pelatihan akan diajak secara langsung memeriksa praturan desa yang ada 
sehingga dapat mengetahui adanya kekeliruan dalam hal teknik penyusunan peraturan desa. Guna 
mendukung aktivitas ini, kepada peserta diberikan bahan mengenai materi UU No 6 Tahun 2014 
dalam bentuk bahan tayangan berupa power point presentation UU No 6 Tahun 2014. Selain itu, 
peserta ssupaya membawa peraturan desa yang sudah ada di desa. 

2. Menyamakan pemahaman tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan 
Peraturan Kepala Desa sesuai dengan yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 
2014, dan Permendagri 111/2014. Dalam hal ini, peserta pelatihan dilatih membandingkan ketiga 
bentuk peraturan di desa dari segi bentuk, isi, dan fungsinya satu peraturan terhadap peraturan 
yang lain di antara ketiga peraturan tersebut. Demi efisiensi dan efektivitas serta daya guna da 
hasil guna, maka peserta diajak langsung mengamati dan meneliti dokumen masing-masing 
peraturan desa tersebut. Perangkat yang dipersiapkan bagi peserta yaitu bahan tayangan berupa 
power point presentation mengenai bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan 
Peraturan Kepala Desa. Kecuali Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Desa dan Peraturan 
Kepala Desa tersedia di Kantor Desa sehingga itu akan sangat membantu peserta untuk memahami 
ketiga bentuk peraturan tersebut. 

3. Menyamakan pemahaman tentang sistem dan proses pembentukan peraturan desa berdasarkan 
UU No. 15 Tahun 2019, UU No 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri 111/2014. 
Peserta pelatihan diberikan pengetahuan mengenai prosedur pembentukan dan teknik menyusun 
peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Diawali dengan 
memahami sistem dan proses pembentukan peraturan perundangan berdasarkan UU No. 15 
Tahun 2019, yang berfungsi sebagai ketentuan payung dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Kemudian lebih spesifik mengenai sistem dan proses pembentukan peraturan desa 
dalam UU No 6 Tahun 2014, selanjutnya mengenai tahapan dan prosedur pembentukan peraturan 
desa yang lebih konkret dalam PP No. 43 Tahun 2014; dan yang paling konkrit terdapat dalam 
Permendagri 111/2014. Kepada peserta disiapkan bahan tayangan berupa power point 
presentation mengenai bagan alir prosedur pembentukan peraturan desa. 

4. Meningkatkan keterampilan perangkat pemerintah desa dan BMD dalam menyusun rancangan 
peraturan desa. Peserta diberikan pengetahuan mengenai kerangka atau anatomi peraturan desa, 
yang terdiri atas: Judul, Pembukaan, Batang ubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan), dan 
Lampiran (jika diperlukan). Peserta juga langsung praktik menyusun rancangan peraturan desa 
yang sedang atau akan dibentuk di desa. Dengan demikian, peserta memperoleh pengetahuan 
teoritis dan sekaligus keterampilan praktis menyusun peraturan desa. Untuk itu, peserta dipandu 
dengan bahan tayangan berupa power point presentation mengenai Judul, Pembukaan, Batang 
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ubuh, Penutup peraturan desa, yang disertai dengan contoh untuk masing-masing bagian 
tersebut. 

Solusi penjabaran kebijakan BPD  
Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari 

perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan 
kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan 
menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan kepala Desa. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikan peranan BPD dalam perencanaan 
pembangunan, di Desa Bangon II Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. Dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan tergambar BPD Desa Bangon II telah melaksanakan fungsinya dalam menunjang 
kelangsungan pembangunan, dan bersama kepala desa menetapkan peraturan-peraturan yang terkait 
dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran BPD di desa Bangon II telah memberikan ruang/celah gerak 
yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan tuntutan 
hak politiknya. BPD di desa Bangon II merupakan wahana dalam menampung aspirasi masyarakat serta 
menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus berperan dalam membuat kebijakan bersama kepala desa. 

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan penyusunan 
peraturan desa dan kegiatan Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut : 
1. Perdes  

Pelaksanaan pendampingan penyusunan peraturan desa d ditujukan kepada BPD, Aparat Desa 
dan Kaling dilingkungan Desa Tampaksiring. Pendampingan penyusunan Peraturan Desa di Desa 
Tampaksiring sebagai bentuk Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa meliputi : peraturan 
desa; peraturan kepala desa; dan keputusan kepala desa. Materi muatan Peraturan Desa adalah 
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi (Astariyani, 2020). Pembentukan peraturan desa melalui tahap 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan evaluasi. 
Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana 
kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa 
dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan 
rancangan Perdes.  Kerangka Struktur Peraturan Desa sebagai berikut : Penamaan/ Judul; Pembukaan; 
Batang Tubuh; Penutup; dan Lampiran (bila diperlukan). 
 
2. Faktor Penghambat Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi 
penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , yaitu :  

a. Sarana Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat 
yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai 
perencanaan dan pengadministrasian.Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BDP 
demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkna  untuk memudahkan jalur 
komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain. Sehubungan dengan hal ini Hj. Mariama 
selaku sekretaris BPD yang sempat saya wawancarai di kantor Desa Bongan mengatakan : 
“Kurangnya sarana seperti sekretariat yang sangat dibutuhkan sebagai wadah oleh BPD dalam 
melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengadministrasian, dan 
hal ini juga dapat memudahkan hubungan pola kerja sama dalam penyampaian aspirasi antara 
anggota BPD dengan masyarakat”. Selain wadah atau kantor, untuk lancarnya segala kegiatan 
BPD juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya 
peningkatan kinerja BPD khususnya yang ada di Kabupaten Pangkep. Dua sarana diatas sangat 
dibutuhkan BPD dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan Pemerintah Desa.  
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b. Pola Komunikasi Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan melihat bagaimna hubungan emosional antara Ketua BPD 
dengan para angoatanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat 
fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan 
Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Baik 
antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD laiinnya.  

c. Tidak Memahami Fungsi Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD 
berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari 
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta 
yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada 
dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan pahaman mereka bahwa fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa 
BPD harus mendukung penuh keputusan tersbut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi 
sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD. Mengenai hal tersebut Ibu Kamariah sebagai Kepala 
Desa Bongan menanggapi hal tersebut : “beberapa dari anggota BPD memang kurang memahami 
beberapa fungsinya, apalagi dilihat dari beberapa anggota yang sudah berusia tua jadi sudah ada 
yang mulai pikun” Nasriani, Ibu rumah tangga sebagai warga dusun Bande Desa Bongan yang juga 
saya sempat wawancarai dikediamannya mengenai pelaksanaan fungsi BPD berpendapat : 
“Biasanya ada musyawarah desa di kantor desa, tapi kegiatanya sangat jarang, dan juga biasanya 
ada warga yang tidak mengetahui kegiatan tersebut. Jadi biasa warga banyak yang tidak pergi”  

d. Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan 
salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan 
kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat 
begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Bapak 
Firdaus selaku ketua BPD : “Dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi dan kerjasama 
masyarakat, masyarakat juga seharusnya perlu memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin 
sinergi antara masyarakat dan anggota BPD itu sendiri sehingga masyarakat dapat membantu 
anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya”.Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat 
sangat dibutuhkan peran penting dari anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa, Namun 
yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi 
masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu, dapat dilihat dari beberapa 
hasil wawancara dengan responden diatas bahwa kurangnya ketertarikan masyarakat dalam 
beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi 
dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimna yang 
terdapat dalam undang – undang.  

e. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD . Melihat dari dua faktor 
penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu Anggota BPD tidak 
memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku dan 
Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka 
dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah Desa 
maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing 
baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri. 

 
Solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut diatas dilakukan melalui beberapa kegiatan 

sebagai berikut : 
a. Di Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD keberadaan sekretariat yang digunakan dalam 

melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan 
pengadministrasian.Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BDP demi 
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terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkna  untuk memudahkan jalur 
komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.  

b. Dilakukan bentuk pola komunikasi yang lebih terarah dan  sangat mempengaruhi berjalannya 
fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan melihat bagaimna hubungan emosional 
antara Ketua BPD dengan para angoatanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun 
selama ini. Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat Implementasi BPD 
laiinnya.  

c. Pemahaman akan  fungsi anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD 
berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari 
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta 
yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada 
dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan pahaman mereka bahwa fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa 
BPD harus mendukung penuh keputusan tersbut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi 
sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD.  

d. Pemahaman masyarakat akan  fungsi dari BPD Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan 
salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan 
kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat 
begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Bapak 
Firdaus selaku ketua BPD : “Dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi dan kerjasama 
masyarakat, masyarakat juga seharusnya perlu memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin 
sinergi antara masyarakat dan anggota BPD itu sendiri sehingga masyarakat dapat membantu 
anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya”.  

e. Pelaksanaan sosialisasi  dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD . Melihat dari dua faktor 
penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Anggota BPD tidak 
memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku dan 
Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka 
dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah Desa 
maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing 
baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri. 

 
 

 
Gambar 2. Proses pembahasan kebijakan di Desa oleh BPD 

KESIMPULAN	DAN	SARAN		
Dalam pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan mendapatkan manfaat bagi desa dan 

pengabdi, Pelakasaan pengabdian yang dilakukan melalui pentahapan dalam 2)kali kegiatan yang 
meliputi kegiatan : pelatihan penyusunan peraturan desa dan melihat faktor penghambat dalam peran 
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dan fungsi BPD. Dalam kegiatan telah terdapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam hal 
pembangunan desa. 
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